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M'enimbang ,

.

-KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 444 Imsm;zow

.' TENTAN_G'

PEMBERIAN 1ZIN PENGUSAH.AAN S‘UMBER DAYA AIR

KEPADA PE#USAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG UNTUK
USAHA AIR MINUM DI MATA. AIR SESAOT '

MEHTERI PE_KERJAAN UMUM DAN pERUMAHAN RAKYAT, -

;' bahwa berdasérkan 'P'ét"sal' 12 Perafuran Mentcfi Pekeijaaﬁ L
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Ol/PR'I‘/M/2016
 tentang Tata Cara: Perizinan Pengusahaan Sumber Daya = . .
’ Air Dan Penggunaan Sumber . Daya Au-, izin pcngubahaan' .: :
i sumber - daya air - pada wﬁayah sungai- lintas negara, &
‘-Wﬂayah sungaz lintas pmvms:, dan wxlayah sungai e 3
: 'strategls nasxona] d:benkan oleh Mentem' '

. bahwa pembenan izin pengusahaan sumber daya alr_

sebagaimana d:maks.ud " pada " huruf a, - diberikan -
" berdasarkan rekomt*ndasn teknis dan pengclola sumber

daya air pada wilayah sungal yang bersangkutan;

3 bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan:
y Daerah Air Mmum Gm Menang Nomar 690, 377/PDAM- _
- aM/2013. tanggal 16 Oktober 2013, Perusahaa.n Daerah _
Air. Mmum " Giri Menang memerluka.n wln pengusahaan -
,' sumber daya a.u' “unituk . usaha eur minum dcngan'. )
) Qmenggunakan air sebagai matcn dan’ sumber air sebagau'
.;mec!ia di MataAirSesaot Wﬂayah Sungai Lombok, ‘




.. Menginget

'."bahwa berdasa.rkan surat permohonan sebagaimana' o
‘ . dimaksud pada humf c,- Ba.lsu leayah Sungax Nusa
w _:“r".’l‘enggara I melalut . surat’. Nomor " HK.0S, 03/BWS— _
" 'NTI/1802.6/2014 tanggal 17 Desember 2014 penhal
.:“-::;;Rekomendasx Teknis Izin. Penggunaan dan Perr{anfaatan e
The - A:r Permukaan PDAM Gln Menang Lokam Pengambﬂan )
" Mata Air Sesaot membenkan rekomendas: tekms sebagai Lo
_'bahan perumbangan bagl pemben izin ; pengusahaan‘_
sumbcr daya air untuk Perusahaan Daerah Ajr Minum Gxn .
s Menang. 2 : ' '

:.‘ bahwa berdasarkan pemmbanga.n dan rckomcndam tekms |
sebagalmana d1maksud pada huruf a,” huruf b, huruf ¢,

dan huruf d perlu d:tetapkan KeputUSan Menteri.

a ;Peker]aan Umum Dan Pcrumahan Rakyat tcntang _

'_Pembenan Izm Pengusahaan Surnbe: Daya mr Kepada E
Perusahaan Daerah Alr Mmum Gm Menang untuk usaha -
- Valr mmum Di Mata Air Sesaot e

: _"i—;‘-‘Peraturan Pemermtah Nomor 121 'l‘ahun 2015 tentang'
- Pengusahaan Sumher Daya Air (Lembaran Negara Repubhk
B lndones:a 'I‘ahun 2015 Nomor 344), l

2: Peraturan Prestdcn Repubhk Indonesna Nomor 15 Tahun

2015 tentang Kementenan Peke:]aan Umum dan

‘Perumahan Rakyat. (Lcmbaran Negara chublik lndonesm
'I‘ahun ’?015 Nomor 16] ‘

. .:‘Peraturan Menten Pekex;]aan Umum Da.n Perumahan 2

o -_‘Rakyat Nomor 15/PR’I‘IM/2015 tentang Orgamsasx dan"'_. S
z ' Tata Ke:)a Kcmem:enan Pekeqaan Umum Dan Ps:rumahan . L
Ra.kyat (Berxta Negara Repubhk lndonesla Tahun 2015. P
_V.Nomor 881} C U ks s o P

-.‘Peramran Menten Pekeqaan Umurn Dan Pcrumahan Be

:Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Orgamsasi Dan- __" z
" Tata Kﬂja Unit. Pelaksana 'I‘ekms Kernenterian Pekerjaan S
-'.i‘:Urnum ‘Dan’ Perumahan Rakyat (Berita Ncgara chubhk
"'indonesna Tahun 2018 Nomor 1007] '




Menetapkan

KESATU

a3

-5. Peraturan Menten Pekemaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 01/PR‘I‘/M{2016 tentang Tal:a Cara
Pcnzinan Fengusahaan ’-‘:umber Daya Air dan Penggunaan

Sumber Daya. Azr (Benta Nega:a Republik Indonema Tahun
2016 Nomor 139},

6. Keputusan Menten Pekeqaan Umum Dan Peruma.han
Rakyat Nomor - 40/KP’I‘S/M/2016 tentang Pchmpahan
Kewenangan Pcnandatanganan Pembenan Izm,
Perpanjangan lzm. Perubahan Izm Dan Pcncabutan lzm
Pengusahaan Sumber Daya Axr Atau [zm Pcnggunaan

Sumber Daya Air Kepada Dlrektur Jenderal Sumber Daya
Au’; ‘ -

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUM.MMN RAKYA‘I‘ TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG ‘UNTUK
USAHA AIR MD!UM DI MATA AIR SESAOT

A Membenkan izin penpusahaan qurnber daya air d1 Mata Axr
~ Sesaot kepada

1 nama/nama o ? -Perusahaan Daerah A.tr
perussahaan)r nama Mmum Giri Menang
mstansi pemermtah

2 penanggung Jawab Dn‘ektur U;ama

3. alamat- .- - - Jln Muuara. P—I BTN

PBSA Desa Midang,
Kecamatan Gunungsan

. Kabupaten Lombok
Barat

yang selan;utny'\ dalam chutusan Menten mi d:sebut

Pernegang Izm Pengusahaan Sumber Daya Alr untuk

usaha air mmum dengan menggunaka,n air sebageu maten

dan sumber air sebageu dexa di Mata Air Sesaot thayah
Sungan Lombok




l

2

_4.

B Izm Pengusahaan Sumber Daya Axr dlbenkan dcngan
ketcntuan

Penggunaan Air

cara pengambilan Intake Broncaptenng

kuota air/debit 75 {tu;uh puluh hma)
maksxmum i hter/ de'ak

Jadwal RE 24Jam/Harl
pengambllan

tujuan L menggunakan EI.].I'

penggunaan sebaga: maten d: Mata
Air. Sesaot untuk
usaha air mmum

deblt (Q) maks:mum an' dar: Mata Air Sesaot
yang ddpat dlgunakan sennggn tmggmya
sebesar 75 {tujuh puluh hma] Ixter/deuk yang
diamb:l dari 1 (saru) lokasi pengambx!a.n air

_{mtake} di- Mata Air Sesaot serta dllengkapl

dengan alat ulcur volumetnk dan hanya
d1perbolchkan untuk menggunakan 20% {dua
puluh pcrsan) dan potens: air yang terscdia*

membenkan pa]mg Scdlklt 15% (lima belas
persen) dan kuota a:r/debn maks:mum yang -
dlusahakan bag1 pemenuhan ke:butuhan pokok
sehan-haﬂ masyarakat setcmpat dalam
bentuk faswhtas umum- bempa hidran umum
atau ! kran air- yang.'. disediakan - untuk’
masyara.kat

tda.k boleh menutup  akses’ masyardkat
terhadap sumher air yang diusahakan,




8

10

11

12

13

14

s

dalam rangka menjalankan tanggungjawab
sosial dan lingkungan, pemegang izin
menyisnhkan scbaglan dan laba usaha untuk
melakukan upaya perhndungan mata ‘air
melalul keglatan konservasx sumber daya axr
sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang—undangan yang berlaku

pada waktu Pcruﬁahaan Dacrah Alr Mmurn
G:n Mena.ng tidak menggunakan eur dan Mata
Air Sesaot untuk keperlua.n yang dnmohonkan
maka aliran penggunm ajr dan Mata A1r
Sesaot harus dxhentikan,

tnenyampa.lkan lapore.n mengenai - data
pengambnlan air harian dan hasﬂ uji kuahtas
air bulanan secam berkala setlap 3 (hga) bulan
kepada chala Balai Wilayah Sungal Nusa
Tenggara I, Dlrekmrat Jenderal Sumber Daya
Air Kementcnan Pekex:;aa.n Umum dan
Pcmmahan Rakyat,

membenkan sebaglan air yang d:perolehnya
untuk: kepenungan masyarakat/hngkungan
da]am batas-batas tertentu.

membayar kompensam/ganh mgl apab:la
ter]ach pelanggaran yang meruglkan pengguna
air yang lmnnya, ‘

pemenksaan atas pengg1maan a:r dapat
d:lalcukan sewaktu-waktu oleh Baia: Wﬂayah
SungaJ Nusa Tenggara I;

apabﬂa deblt air pada bulan-bulan tertcntu

tidak- lagi mencukupl sesuea dengan izin’ yang
diberikan maka deblt aur ya.ng dnzmkan dapat
dlseaua.lkan




-5.

15 air yang d:buang kembah ke sungax harus

memenuhi persyaratan o sebagmmana
d:tentukan dalam dokumcn hngkungan atau
baku mutu Cair- sesuai denga.n peramran
perundangan yang berlaku

B 2 Penggunaan Sumber Alr

_]enls/tlpe At Intake Broncaptering
konstruksi

lokas:

a sumber air: - i ‘Mata Air Sesaot

b. kelurahan / desa Sesaot

0

kecamatan : Lingsar
kota/ kabupaten Lombok Barat
provm 8i- Nu sa 'I‘enggaxa

o

l.‘b

Barat

tujuan-penggunaan mcnggunakan
sumber air sebageu
med:a di Mata Alr
Sesaot

Jadwal pela.ksanaan - han

konstruksx

gambar dan spemﬁkam tekms bangunan
]adwal pe!aksanaan konbtrukm serta metode
pelaksanaan pembangunan yang sudah
dlsetujux oleh Kepala Balai Wilayah bungm
Nusa, Tenggara I dan/atau mstansx teknis yang
bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan
keamanan .dan kehanda.lan konstruksi sesum-
dengan ketentuan peraturan pemndang~'
undangan,

b1aya ‘yang dikeluarkan untuk pcmbangunan
dan bxaya unruk opcmsl dan pemehharaannya
menjach tanggung Jawab Perusahaan Daera_h
Air Mmum Glr'i Menang,




-7+

7 dalam pelaksanaan dan pengawasan
konstruks; harus berkoordmam dengan Balai
Wllayah Sunga: Nusa 'I‘enggara I;

- m A S s - segala res:ko dan dampak yang tlmbul ak!bat
pe!aksanaan konstruksx sepenuhnya menjadz
tanggung Jawab Perusahaan Daerah ~Air
Mmum Giri Menang,

9, pembangunan intake dan prasarananya di

Mata - An’ ‘Sesaot ndak boleh mengganggu

- ;_bangunan penga:ran yang telah ada serta tidak
memrnbulkan dampak bag: lmgkungan,

10 kcdudukan bangunan hdak mcngganggu

Operasmnal alat berat dalam pemehharaan
sunga.i,

" 11 kc?.manan konstmksn dan alur sunga: di
sekltar bangunan mtake selama pelaksanaan

o - pengoperasmn , menjad: tanggung Jawab
Pemsahaan Daarah Azr Mmum Gm Mcnang,

-

om

N
<

12 apablld dlparlukan peker_]aan operast dan
pemclxharaan Mata Alr Scsaot, Perusahaan
Daerah ‘Air Mmum Gm Menang -wajib
mengamankan bangunan mta.ke “dan
prasarana lamnya dan apab:la ada kerusakan
menjadx tanggung Jawab Pemsahaan Daerah
e W ) A.u‘ Minum Gm Menang,

C e : ST Y e e TER 13. Perusahaan Daerah Azr Mmum Gn-i Menang

. dﬁarang untuk mengambil matedal/batuan
yang ada. d: Mata Air Sesant sebagsu bahan
konstmksx.

¢

C lzin pengusahaan qumber daya anr sebaga;mana dlmaksud
pada humf A dlberlkan Lmtuk jangka waktu 5 {lima) ta.hun
terhxtu ng se_;ak d:tetapkannya Keputusan Menten ml

‘



d

KEDUA

KETIGA

.3-

D Jangka waktu :zm sebagalmana d:maksud pada huruf C
dapat dlperpan_;ang dengan ketentua.n paling lambat 3
(uga} bulan sebelum Jangka waktu 1z1n bcrakh:r, pemegang
1zm harus mengauukan permohonan perpanjangan xzm

Dalam bal kOﬂdlBl ketersediaan. au di Mata Air “Sesaot
mengalamx perubahan: sangat berarti, kuota axr snbagajmana
dxmaksud pada DIKTUM KEbATU huruf B l angka 2, dapat
dmnjau kcmbah oleh pembcn mn

A, Pcmcgang Izm scbagmmana d;maksud pada DIKTUM

KESATU huruf A waij untuk

1. : mematuhi ketentuan dalam 1zin,

2 mcmbayar btaya jasa pcngelolaan sumber da_va. an' dan
membdyar kewajlban keuangan lam sesum dengan
I-cetentua.n peraturan perundang«undangan,

3 melmdungn dan memehhara kelangsungan fungs:
sumber daya air,

4 melmdungx dan mengamankan prasarana sumber daya
air;

S. mela.kukan usdha pengendahan dan pencegahan
terjadmya pencemaran 3.11",

6 melakukan pcrbmkan kerusakan lmgkungan yang
dlsebabkan olch kegiatan yang d:tunbulkan,

7. memberlka.n akscs untuk penggunaan air bag1
pemenuhan kebut:uhan pokok sehan-han masyarakat
di sekltar lokas; keglatan

8 _men_;amm kelangsungan pemcnuhan -air.. bagl
kebutuhan pokok sehan hari rnasyarakat dl sek:tar

lokasi keglatan yang tcrganggu aknbat pclaksanaan
konstruksr

9 mﬁmbenkan tanggapan yang posmf apabnla umbul

gejolak sosial masyarakat dl sek:tar lokasx keglatan
konstruks: dan

10 melakse.nakan opemm dan / atau pemehha.raan
terhadap prasarana dan latau sa.rana ya.ng dibangun
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B Selam keweglban scbagalmana dlmaksud pada huruf A HE
'~ pemegang izin harus o,

: 1. membenkan akses terhadap peIaksanaan pemantauan s

' waluam. pengawasan dan pemcnksaan pada sumber '

; 2 melakukan kalnbram alat ukur volumetr:k (water meter}' . 5
~* secara barkala setiap & (satu) tahun sekali disertai -
: dengan buktz ]apora.n ata.u sertlﬁkat kahbrasi dan.,' I
A ' msutum y.-ang berseruﬁkai untuk melakuks.n kahbrasx g ; ;
A ; ™ 5 " alat -ukur debit al:ran, sehmgga dlperoleh kepastxan
P L AT P akurasxpengukuran, " \

L 5 memasang alat pengukur tmggt muk,a air. (per!schaal) di T
o .'-dekat lokasi mtake membaca ‘dan mc'ncatat tmgg{? o
muka air saluran hanan dan hasxlnya dxhlmpun :,erta T
dilaporkan kepada Kepala Balaj Wllayah SungaJ Nusa
Tenggara I ;ecara berkala senap 3 (uga} bulan. :

’ 4 mendapatkan qemhkat terhadap mstalas: pengolahan :
air, hmbah [IPAL} dan mstltuSl yang berwenang
% ‘menerbitkan* dan - harus dilakuken' inspeksz secara. .
: berkala o!ch lcmbaga mspckbl yang bersertiﬁkat dan i
. melaporkan hasllnya kepada Kepala Balai Wilayah '
2 Sunga.{ Nusa Tenggaral seuap 1 (satu} tahun sekah, ‘

ke 5 _"memblaya.l pembongkaran apabzla. temadl kegagalan .

¥, Pelaksanaan : konstruksl ~dan. Pdaksm?m e
| pembangunan tldak d:lanjutkan an .,
C—\J : R ";'.':; .-‘ “ ‘_.‘_ Ty 6 memperbalkl dan bertanggung Jawab blla texjad‘ ;
. : W T o om o e T wg kerusakan sarapa/prasarana cdi s‘?k‘t‘“‘ loka§l
. peketvaan.v : P e PR K

7.. m°nyelesmkan seluruh masalah lahan atau tanah yang _
¢ "akan dxmanfaatkan,_ R ., - :

B '.8.'. bertanggungjawab atas segala akubat yang tEI]d.dl pada _' R
T g Fe 'ltahap persiapan dan pelaksanaan' pembangunan"-" W
: 'mtakc serta pengcperas;an dan pemehharaannya,
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A
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9 meIakukan koordmam dengan pemenntdh daerah
setempat terkmt akses pcra.latan dan akuﬁtas keglatan

10 menyusun lapora.n tertuhs pelaksanaan konstruksn
kepada pemben izin melalu: Kepala Balsu W;layah
Sungax Nusa'l‘cnggaral .-' °

11 melakukan koordmas1 dcngan pemerintah daerah
terkait dengan pembcnan akses untuk penggunaan air
bag1 pemenuhan kebutuhan pokok schan-ha.n

asyarakat d1 aek:ttax‘ loKasi kegtatan, dan

12 mengagukan permohonan perparuangan Jadual
pelaksa.naan konstrukm apabila - Jangka waktu
pelaksanaan konstrukm lebih lama dari rencana
semula

Dalam hal pcnatausahaan barang rmhk negara yang
dllakukan oleh Perusahaan Daemh Axr Mmum Gm Menang
mengalaxm perubahan atau tcrtutup aklbat pelaksanaan
konstrukm Jembatan Perusahaan Daerah Air Mmum Gm
Menang ° bertanggung;awab untuk - menfasilitasi ° dan
berkoordmasx dcngan Balai. W1Iayah Sungax Nusa Tenggara

Mckamsme penatausahaan barang mthk Negara
sebagaunana d1maksud pada huruf A, dxlakukan sesuau
dengan l-:etentuan peraturan pemndang-undangan di
b:dang pengelolaan barang mxhk negara

lzin sebagaxmana dimaksud pada DIK'I‘UM KESATU huruf
A, dapat dicabut oleh pemben izm dalam hal:

1 pemegang mn txdak melaksanakan ketentuan dan
kewa;:ban yang tercantum dalam i?m pengusahaan
sumber daya air;

2 pc.megang 1zm melakukan pcnyalahgunaan 1z.m
pengusahaa.n sumber daya alr'

3 pela.ksanaan konstruksl udak sesuai clengan ketentuan
dala.zn 1zm, atau

4 pvmcgang izin tsdak melaksanakan konstruksu pahng
lams. 2 {clua] tahun terhltung ae]ak d:tetapl-cannya izin.



L

...||_

" B Selam ketentuan pencabuta.n izm scbaganmana dimaksud
pada huruf A mn dinyatakan tidak bcdaku apabﬂ&

L masa bcriakunya 1zin penguaahaan sumber daya aur
berakhlr' atau - b

L2, 1zm menycwakan atau mcmmdahtangankan scbag:an
- atau selumhnya kepada pxhak lain. '

1 ) 'KEENA!-\)! . - :., 'l(eputusan Mcnten im mulau berlaku pada tanggal dltetapkan

'-"I‘embusan dzsa.mpazka.n Kepada Yth

L
‘2. _Gubemur Nusa Tenggara Barat; 2 g

'Sckretans Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, - poe : R IR
_"Dlrektur Bma Penatagunaan Sumber Daya Aﬂ', Dxrektorat Jenderal Sumber Daya & e
- R e G B o :
Dmcktur Bina Operas: dan Pcmcliharaan. Dm:ktorat Jendcrai Sumbcr Daya Alr'

Kepala Dinas Peker]aan Umum, Provms: Nusa Tenggara Barat o : .

' Kepala Balal W:layah Sungm Nusa Tenggara I Dxrektorat Jendera] Sumber Daya .-

.2
4

Mcnteri Pckerjaan Umum dan Pcrumahan Rakya.t (scbagai laporan}

; .‘._Air.'

. Ditetapkan di Jakarta.
- 'pada tanggal 24 Juni 2016
" - _A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT. .

Qfs%mnnmm SUMBER DAYA AIR,

“ Ir; Mu iadi M.Sc. 8 T
NIP 195608251983011001 s g K




REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1492 /KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)
UNTUK USAHA AIR MINUM DI MATA AIR RANGET
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor O01/PRT/M/2016
tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air
dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber
daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai
lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan
oleh Menteri;

b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air
scbagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan
rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada
wilayah sungai yang bersangkutan;

C. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Utama
Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) Nomor
200.469/PROD/AMGM/2021 tanggal 29 September 2021
perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air,
Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda)
memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha
air Minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai
materi dan sumber air sebagai media di Mata Air Ranget,
Wilayah Sungai Lombok;

d. bahwa Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda)
sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat
teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola
sumber daya air melalui surat Kepala Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara I Mataram Nomor PR.02.04/Bwsl16/1083.1
tanggal 9 September 2021;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada
Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) untuk
Usaha Air Minum di Mata Air Ranget Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Mengingat

Menetapkan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor O1/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan
Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber
Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 139);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1144);

6. Kcputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin,
Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber
Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada
Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER
DAYA AIR KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM GIRI
MENANG (PERSERODA) UNTUK USAHA AIR MINUM DI MATA
AIR RANGET KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT.



KESATU

A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Mata Air
Ranget kepada:
1. nama perusahaan : Perseroan Terbatas Air Minum
Giri Menang (Perseroda);
2. penanggungjawab : Direktur Utama;
3. alamat perusahaan : Jalan Pendidikan Nomor 39,
Mataram,;
yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut
Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan

ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;

2. kuota air/debit : 600 (enam ratus) liter/detik; -
maksimum

3. jadwal penggunaan : 24  jam/hari selama 30
hari/bulan;

4. tujuan penggunaan :@ menggunakan air dan daya air
sebagai materi di Mata Air Ranget
untuk usaha air minum;

S. debit (Q) maksimum air dari Mata Air Ranget yang dapat
dialokasikan setinggi-tingginya 600 (enam ratus)
liter/detik atau setara dengan 1.555.200 (satu juta lima
ratus lima puluh lima ribu dua ratus) ms3/bulan yang
diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air di Mata Air
Ranget dengan konstruksi intake paling sedikit berjarak
200 (dua ratus) meter dari pusat mata air serta dilengkapi
dengan alat ukur volumetrik;

6. kuota air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume
air maksimum yang dapat diberikan kepada Pemegang
Izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin
untuk menguasai sumber daya air;

7. debit air yang dapat diambil oleh Pemegang Izin harus
sesuai dengan alokasi air yang ditetapkan;

8. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari
volume debit pengusahaan sumber daya air yang
ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas
umum berupa hidran umum atau kran air yang
disediakan untuk masyarakat;



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari
Mata Air Ranget untuk keperluan yang dimohonkan,
maka aliran penggunaan air dari Mata Air Ranget harus
dihentikan;

rhenyampaikan laporan mengenai data pengambilan air
harian, dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala
setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara I Mataram, Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan
lingkungan, Pemegang Izin wajib menyisihkan sebagian
dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya
air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk
kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas
tertentu; '

membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi
pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan
sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Nusa
Tenggara I Mataram;

apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi
mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka
debit air yang diizinkan dapat disesuaikar;; dan

air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen
lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

. Penggunaan Sumber Air

jenis/tipe konstruksi : intake,
lokasi
a. sumber air : Mata Air Ranget;
b. desa : Suranadi;
C. kecamatan : Narmada;
d. kabupaten : Lombok Barat;
€. provinsi ¢ Nusa Tenggara Barat;
f. titik koordinat : 08°33'6,06” LS;
mata air 1160914°8,25” BT;
tujuan penggunaan : menggunakan sumber air

sebagai media di Mata Air
Ranget untuk konstruksi
intake;
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10.

11.

Pemegang Izin dilarang menguasai Mata Air Ranget;
lokasi intake pengambilan air harus berjarak 200 (dua
ratus) meter dari pusat mata air;

dalam hal pada jarak kurang dari 200 (dua ratus) meter
dari pusat mata air sudah terdapat lokasi intake milik
Pemegang lzin yang sudah terbangun, maka konstruksi
terscbut harus segera dipindahkan dalam waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin,
dan dalam proses pemindahan tersebut harus
berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa
Tenggara [ Mataram;

biaya yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan dan
biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi
tanggung jawab Pemegang Izin;

segala risiko dan dampak yang timbul akibat
penggunaan intake sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemegang Izin;

kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional
alat berat dalam pemeliharaan mata air;

keamanan bangunan pengairan yang ada di Mata Air
Ranget di sekitar bangunan intake selama pelaksanaan
pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
dan

Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang
ada di Mata Air Ranget.

. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka
waktu S (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya
Keputusan Menteri ini.

. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin
berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan
perpanjangan izin.

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
wajib mendukung dan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara I Mataram dalam melaksanakan:

a. pengamanan fisik terhadap Mata Air Ranget; dan

b. pengelolaan sumber daya air atas Mata Air Ranget guna

menjamin penguasaan negara atas sumber daya air.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I
Mataram akan melakukan peningkatan, operasi dan
pemeliharaan, serta rehabilitasi dan/atau menggunakan
lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan,
pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Mata Air
Ranget, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi intake dan prasarana lainnya;
dan/atau
2. memindahkan konstruksi intake dan prasarana lainnya;
yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi
terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara
[ Mataram.

B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan
bangunan intake dan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf A mengakibatkan
kerusakan terhadap bangunan intake dan prasarana lainnya
serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin
bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

: Dalam hal kondisi ketersediaan air di Mata Air Ranget

mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat
ditinjau kembali oleh pemberi izin.

: A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU huruf A wajib:

1.  mematuhi ketentuan dalam izin;

2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan
membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi
sumber daya air;

4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya
air;

9. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan
terjadinya pencemaran air;

6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang
discbabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat
di sekitar lokasi kegiatan; dan

8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan
terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah
dibangun.
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KETUJUH

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KELIMA huruf A, Pemegang Izin harus:

1. membuka akses dan tidak menghalangi Balai
Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram dalam
melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya air
bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;

2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (water
meter) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali
discrtai dengan bukti laporan atau sertifikat
kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk
melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga
diperoleh kepastian akurasi pengukuran;

3. memasang alat pengukur tinggi muka air (peilschaal)
di dekat lokasi intake, membaca dan mencatat tinggi
muka air harian dan hasilnya dihimpun serta
dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara I Mataram secara berkala setiap 3
(tiga) bulan; dan

4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi
pada intake dan konstruksi pendukung termasuk
pengoperasian dan pemeliharaannya.

Dalam hal penatausahaan barang milik negara
mengalami perubahan akibat pembangunan intake,
Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi
dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa
Tenggara I Mataram;

. Mekanisme penatausahaan barang milik negara

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A
dilakukan  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik
negar a.

Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan
kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan
sumber daya air; atau

2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin
pengusahaan sumber daya air.
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Tembusan:

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KETUJUH huruf A, izin dinyatakan tidak
berlaku apabila:

L.

masa berlaku izin pengusahaan sumber daya air
berakhir;

Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan
sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
ditetapkannya izin.

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

4

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya

Air;

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara

Barat;

6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal ] Desember 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

/

Y
Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP. 196302241988101001




REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1495 /KPTS/M/2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI REMENENG
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016
tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air
dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber
daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai
lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan
oleh Menteri;

b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan
rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada
wilayah sungai yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Utama
Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) Nomor
200.466/PROD/AMGM/2021 tanggal 29 September 2021
perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air,
Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda)
memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha
air minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai
materi dan sumber air sebagai media di Sungai Remeneng,
Wilayah Sungai Lombok;

d. bahwa Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda)
sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat
teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola
sumber daya air melalui surat Kepala Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara I Mataram Nomor PR.02.04/Bws16/1083.3
tanggal 9 September 2021;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada
Perseroan Terbatas Air Minum Giri Menang (Perseroda) untuk
Usaha Air Minum di Sungai Remeneng Kabupaten Lombok
Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Mengingat

Menetapkan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
40);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor O01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan
Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber
Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 139);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1144);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin,
Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin
Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan
Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya
Air;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER
DAYA AIR KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM GIRI
MENANG (PERSERODA) UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI
REMENENG KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT.



KESATU

A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai
Remeneng kepada:

1. nama perusahaan ¢ Perseroan Terbatas Air Minum Giri
Menang (Perseroda);

2. penanggung jawab : Direktur Utama;

3. alamat perusahaan : Jalan Pendidikan Nomor 39,
Mataram;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang

Izin.

B. Izin
B.1.
1.
2.

10.

Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:
Penggunaan Air dan Daya Air

cara pengambilan : dipompa;

kuota air/debit 1 104 (seratus empat) liter/detik; .

maksimum

jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30
hari/bulan;

tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air

sebagai materi di = Sungai
Remeneng wuntuk wusaha air
Minum;
debit (Q) maksimum air dari Sungai Remeneng yang dapat
dialokasikan setinggi-tingginya sebesar 104 (seratus empat)
liter/detik, atau setara dengan 269.568 (dua ratus enam
puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan)
m°/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air
(intake) di Sungai Remeneng serta dilengkapi dengan alat ukur
volumetrik;
kuota air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume air
maksimum yang dapat diberikan kepada Pemegang Izin yang
tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk
menguasai sumber daya air;
debit air yang dapat diambil oleh Pemegang Izin harus sesuai
dengan alokasi air yang ditetapkan;
apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi
mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air
yang diizinkan dapat disesuaikan;
untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai,
maka sctiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar
atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari
volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan
dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa
hidran umum atau kran air yang disediakan untuk
masyarakat;



11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan
lingkungan, Pemegang Izin menyisihkan sebagian dari
laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber
daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari
Sungai Remeneng untuk keperluan yang dimohonkan,
maka aliran penggunaan air dari Sungai Remeneng harus
dihentikan;

menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air
harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala
setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara I Mataram, Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk
kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas
tertentu;

pémeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan
sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara
I Mataram,;

membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi
pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya; dan
air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen
lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-perundangan.

. Penggunaan Sumber Air

jenis/tipe konstruksi : intake;
lokasi
a. sumber air : Sungai Remeneng;
b. desa : Peresak;
c. kecamatan : Narmada;
d. kabupaten : Lombok Barat;
€. provinsi . Nusa Tenggara Barat;
f. titik koordinat : 08°3548,01” LS;
pengambilan 116°12°27,44” BT,
tujuan penggunaan : menggunakan sumber air

sebagai media di Sungai
Remeneng untuk konstruksi
intake;

biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya
untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung
jawab Pemegang Izin;
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5. segala risiko dan dampak yang timbul akibat
penggunaan intake sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Pemegang Izin;

6. keamanan konstruksi pengairan yang ada serta
perlindungan alur sungai di sekitar konstruksi intake
selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung
jawab Pemegang Izin; dan

7. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan
yang ada di Sungai Remeneng.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya
Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin
berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan
perparnjangan izin.

A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat melalui dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara
I Mataram akan melakukan normalisasi dan /atau
menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna
penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di
Sungai Remeneng, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi intake dan prasarana lainnya;
dan/atau
2. memindahkan konstruksi intake dan prasarana lainnya;
yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi
terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara
I Mataram.

B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan
konstruksi intake dan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan
kerusakan terhadap kosntruksi intake dan prasarana lainnya
serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin
bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Remeneng
mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat
ditinjau kembali oleh pemberi izin.



KEEMPAT

KELIMA

A.

A.

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

huruf A wajib:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;

2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan
membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber
daya air;

4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya
pencemaran air;

6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi
kegiatan; dan

8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap
prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;

2. melakukan Kkalibrasi alat ukur volumetrik (water meten
secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan
bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang
bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit
aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;

3. memasang alat pengukur tinggi muka air (peilschaal} di
dekat lokasi intake, membaca dan mencatat tinggi muka air
harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada
Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan

4. Dbertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada
tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan intake
serta pengoperasian dan pemeliharaannya.

Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami
perubahan akibat konstruksi intake, Pemegang Izin bertanggung
jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai
Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram.

Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan barang milik negara.



KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A
dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan
kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber
daya air; atau

2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan  izin
pengusahaan sumber daya air.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada
huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlaku izin pengusahaan sumber daya air berakhir;
2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan
sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KETUJUH . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);

Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
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Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air.

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

Ir. Jarot Widyoko, Sp-1

NIP.196302241988101001



